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BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Ikedit Pemerintah
Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara;

:1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten da-lam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan L,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5497) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Undang-Undang ...-1- b6

Mengingat



Menetapkan

_o

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara:r
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ZT Tabun 2O2O
tentang Pedomal Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor lTgl);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Z9 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit pemerintah
Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daera,h (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
s82);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA
PENGGUNAAN DAN PEI{YELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEI.AKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEI.A.NJA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur
penyrlenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang
terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Utara.

2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara

yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan
tahunan daerah yalg ditetapkan dengan eanun Kabupaten
Aceh Utara.

4. Kartu kredit adalah alat pembayaran menggunakan kartu
yang dapat digunakan untuk mela-kukan pembayaran atas
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk
transaksi pembayaran dan/ atau untuk melakukan penarikan
tunai, dimana kewajiban pembayaran pengguna alat
pembayaran menggunakan kartu dipenuhi terlebih dahulu
oleh Penyedia Jasa Pembayaran yang menyelenggarakan
aktivitas paAment initiation dan/ atau aqriring seruices atau
PJP yang menyelenggarakan aktMtas penatausahaan Sumber
Dana, dan pengguna alat pembayaran menggunakan kartu
berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu
yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus
ataupun dengan pembayaran secara argsuran.

5. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk
melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada
APBK, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu
dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Ikedit sesuai dengan

kewajibannya...
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kewajibannya pada waktu yang disepakati dan SKPD
berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran
pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran
secara sekaligus.

6. Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang
berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan
transaksi pembayaran dengan KKpD berdasarkan penetapan
pengguna anggaran.

7. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya di singkat Bp
adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Kabupaten Aceh
Utara dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKpD.

8. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat
BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBK pada unit SKPD.

9. Administrator KKPD dalam hal ini BP atau BPp adalah pejabat
dan/ atau pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat
daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah
yang ditugaskan Bupati melaksanakan administrasi
penggunaan KKPD.

10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan I
(satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya.

11. Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dalam hal ini ppTK adalah
pejabat dan/ atau pegawai negeri sipil daerah yang diberikan
kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai pengguna KKpD.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah
Daerah yang melalsanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur
penunjang Urusan Pemerintahan pada pemerintah Daerah
yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

l4.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat pA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunEran enggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

15. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pA
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKpD.

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksan4tlsn
pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

18. Kuasa BUD adalah pejabat yang diteri kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah

yang ditentukan ..A f-
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yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah.

20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat ppK-SKpD adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKpD.

21. Bank penerbit KKPD adalah Bank yang memfasilitasi
penerbitan Alat Pembayaran berupa Kartu Kredit, yang dapat
dilakukan sendiri atau melalui kerjasama dengan Uanti taln.

22.Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat
DPTKI{PD adalah daftar hasil verilikasi pA yang memuat
informasi n€rma pemegang kartu, nomor kartu, jenis belanja
barang, rician pengeluaran, pembebanan anggaran, dan
jumlah tagihan yang harus dibayar kepada Bank penerbit
KKPD.

23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat Up adalah uang
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan
operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuanke{a perangkat daerah dan/ atau untuk membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin
dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

24. UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai
kepada BP melalui transfer RKUD ke rekening Bp.

25. UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan
belanja (limit) kredit kepada Bp atau Bpp yang
penggunaannya dilakukan dengan KKpD.

26. Surat Permintaan Pembayaran Uang persediaan yang
selanjutnya di singkat SPP-UP adalah dokumen yang
digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran Up. -

27. Surat Perintah Membayar Uang persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM UP adalah dokumen yang digunatan urrtuk
menerbitlan surat perintah pencairan dana atas beban
pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai Up untuk
mendanai sub kegiatan.

28. Surat Perintah Membayar Ganti Uang persediaan yang
s3laqiutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang
digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana
atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti Upyang telah dib;hnjakan.

29. Surat Perintah Pencairan Dana Uang persediaan yang
selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakai
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oteh gUO
berdasarkan SPM.

30. Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh pA
yang ditujukan kepada Bank penerbit KKPD untuk
menerbitkan KKPD.

3L. Personal ldentification Number yang selanjutnya disingkat pIN
adalah nomor identifikasi pribadi bagi pemegang fffO yang
menggunakan Kartu Kredit, yang merupalan suatu
kombinasi angla-angka yang dibuat oleh komputer sebagai
kode sandi khusus untuk keamanan dan kemudahan
Pemegang KKPD dalam melakukan transaksi.

32. Nota A t\
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32. Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat
dengan NPD KKPD adalah surat persetujuan pA/KpA untuk
p!{nblyaran belanja menggunakan Up KKPD yang diajukan
oleh PPTK.

33. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-
qurchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui
sistem katalog elektronik atau toko daring.

34. Toko P^tq- Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring
adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaai
Barang/Jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui
sistem elektronik dan ritel daring.

35. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang
memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifrkasi teknis,
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam
legeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk
industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan'informasi
lainnya terkait barang/jasa.

36. Pengadaan l,angsung Secara Elektronik yang selanjutnya
disingkat PLSE {alah pengadaan - 

langsung yang
dilaksanakan melalui Sistem pengadaan Secara BGnionit
(SPSE).

BAB II
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2
(1) KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada

Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan beiaaja
barang dan jasa serta belanja modal melalui me-kanisme Upl

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan:
a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan

jangkauan pemakaian yang lebih luas;
b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa

yang menerima pembayaran secara elektronik melalui
mesin electrronic data capture atau media dalam jaringan;

c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjidinya
penyimpangan atau fraud;

d. e{9ktivi9s dalam pengurangan Up yang menganggur atau
idle caslq

e. elisiensi biaya administrasi transaksi pemerintah daerah
dari penggunaan UP; dan

f. akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan
biaya penggunaan UP KKpD.

PENGELoLA KARTU,.#S#,,,"ERINTAH DAERAH
Bagran Kesatu

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pasal 3

Dalam_penggunaan UP KKPD, ppKD selaku BUD mempunyai
tugas dan wewenang:
a. menunjuk I (satu) Bank penerbit KKPD sesuai dengan
. ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pembahasan rancangan / draft perjanjian kerja

sama Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank peneibit KKpb;

c. menandatang..i . A (



c. men€rndatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank
Penerbit KKPD;

d. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan
Pemegang KKPD dan Administrator KKpD berdasarkan uJrilan
PA;

e. menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada
Bank Penerbit KKPD;

f. menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKpD dengan
Pemegang KKPD;

g. menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKpD disertai berita
acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan
KKPD;

h. menandatangani berita acara serah terima KKpD dan surat
perjanjian penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu

. dilakukan penandatanganan oleh pemegang KKpD;i. memberikan persetujuan atas permintarir kenpikarr limit
belanja KKPD dari Pemegang KKpD;j, melakukan penarikan KKpD karena penyalahgunaan atau
keadaan tertentu;

k. menerbit*an surat peringatan kepada pemegang KKpD dalam
hal teg'adi penyalahgunaan KKpD;

l. memberikan rekomendasi kepada Bupati atas permohonan
perubahan proporsi besaran Up KKpD;

m. memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya
permohonan dispensasi perubahan besaran Up;

n. menJrusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembayaran dengan KKpD;

o. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan
surat teguran dan/atau pemotongan besaran Up KKpD;

p. menerbitkan surat penarikan KKpD;
q, menyampaikan surat penarikan KKpD kepada Bank penerbit

PPKD dengan tembusan kepada pemegang KKpD;r. melakukan pengawas€rn secara internal atas kewajiban
pembayaran tagihan KKPD agar tidak melewati 6atas
waktu/jatuh tempo pembayaran;

s. menetapkan standar operasional prosedur terkait norrnawaktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan
pertanggungiawaban KKPD dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan;

t. melalrukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama,
surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran Up KKPD,
status KKPD, jumlah dan total limit KKPD yang disetujui oleh
Bank Penerbit KKPD, ringkasan belanja 

- 
dan pembayaran,

serta hambatan dan kendala; dan
u. men5rusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKpD sicara
triwulanan kepada Bupati.
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Bagian Kedua
Kuasa Bendahara Umum Daerah

Pasal 4
Da-tam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan
wewenang:
a. menyiapkan surat

Pemegang KKPD;
pe{,anJlan penggunaan KKpD dengan

b. melakukan penelitian besaran/proporsi Up KKpD;c. menyiapkan surat persetujuan besaran Up KKpD SKpD;

d. melakukan b .q



d. melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP, pagu jenis belanja yang Uisa
dibayarkan melalui UP KKPD, dan besaran/perubahan
besaran/perubahan proporsi UP KKPD ke dalam kartu
pengawasan UP KKPD;

e. melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yang diajukan oleh
PA;

f. mengembalikan SPM cU KKPD kepada pA datam hal SpM GU
KKPD tidak memenuhi persyaratan;

g. menerbitkan SP2D GU KKPD;
h. melakukan koordinasi dengan SKpD, terkait percepatan

penyelesaian tagrhan KKPD yang betum dibayarkan;
i. melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKpD oleh

PAlKPA;
j. menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pembayaran menggunakan KKpD;
k. meminta SKPD untuk melakukan percepatan penyampaian

laporan dalam hal BUD belum menerima laporan 
-hasil

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan
KKPD tingkat SKPD;

1. menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan hasil
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan
KKPD kepada PPKD selaku BUD;

m. menyiapkan surat teguran dan/atau pemotongan besaran Up
KKPD;

n. menyiapkan perubahan surat persetqiuan besaran Up KKPD
SKPD dalam hal dilakukan pemotongan besaran Up KKpD;
dan

o, menyampaikan perubahan surat persehrjuan besaran Up
KKPD SKPD kepada PA dan Bank penerbit KKPD dengan
ditembuskan ke PPKD selaku BUD.

Bagian Ketiga
Pengguna Anggaran

Pasal 5

UP KKPD, PA mempunyai tugas danDalam penggunaan
wewenang:
a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan

UP;
b. menyampaikan usulan daftar pemegang KKPD dan

Administrator KKPD kepada Bupati melalui ppKD selaku BUD;
c. menerbitkan surat pernyataan Up untuk diajukan pada saat

penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;
d. mengajukan surat permohonan perubahan besaran Up KKPD

kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
e. melakukan pengujian terhadap:

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran
atas beban APBK;

2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti_bukti
pengeluaran;

3. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billingl/Dattar Tagihan
Sementara;

4. kese-suaian gglhitunggn antara bukti pengeluaran dengan
Tagihan (e-bifiingl / Dattar Tagihan Sementara;

5. kesesuaian AA
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5. keT:luaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan
KKPD; dan

6. kesesuaian spesifrkasi teknis dan volume barang/jasa dalam
perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan

- barang/jasayang diserahkan oleh penyedia barangijasa
f. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti peijeluaran

atas tagihan yang dibayarkan dengan KKpD;
g. menolak bukti-bukti,- - pengeluaran atas tagihan yang

dibayarkan dengan KKpD dalam hal terdapai bukd-liuktj
pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;

h. menerbitkan DPT KKPD atas bulcti-bukti pengeluaran yang
memenuhi ketentuan;

i. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada
pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluiran
yang tidak memenuhi ketentuan;j. menerbitkan NPD KKPD;

k. menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa
BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKpD; dan

l. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKpD.

*"""3i3ff::Ha*""
Pasal 6

Dalam penggunaan UP KKPD, KpA mempunyai tugas dan
wewenang:
a. mengajukan surat permohonan perubahan besaran Up KKPD

kepada PA;
b. melakukan pengujian terhadap:

1. kebenaran dlta pihak yang berhak menerima pembayaran
atas beban APBK;

2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-but<ti
pengeluaran;

3. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billin@/Daftar Tagihan
Sementara;

4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan
Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;

5. kesjsuaian jenis bela4ja yang dapat dibayarkan dengan
KKPD; dan

6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam
perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan
barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia Uaran!4'asa.

c. mengesahkan ss$ag,an/seluruhnya bulrti-bukti pengeluaran
atas tagihan yang dibayarkan dengan KKpD;

d. menolak bukti-buli:ti pengeluaran atas tagihan yang
dibayarkan dengan KKpD dalam hal terdapai bukti-6ukt'i
pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;

e. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-buliti pengeluaran yang
memenuhi ketentuan;

f. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada
Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bulti pengelu'aran
yang tidak memenuhi ketentuan; dan

g. menerbitkan NPD KKPD dan menyo"'paikan kepada Bpp.

Bagran Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiataa

Pasal 7
(1) Dalam penggunaan UP KKPD, ppIK mempunyai tugas dan

wewenang:

a. menerima. b^
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a. menerima kuasa penggunaan KKpD dari pA/ KpA selaku
Pemegang KKPD untuk melakukan belanja menggunakan
KKPD;

b. mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka
pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran
pjlalsanaan kegiatan/sub kegiatan yang minggunatan
KKPD;

c. membuat daftar nominatif belanja menggunakan KKpD;
dan

d. menyampaikan daftar nominatif belanja menggunakan
KKPD dilampiri dokumen belanja kepada pA/KpCmehlui
PPK-SKPD / PPK-Unit SKPD.

(2) Dafam melaksanakan tugas penggunaan KKpD sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a, ppTK bertanggungiawab
kepada pemegang KKPD.

Bagan Keenam
Pc.jabat Penatausahaan Keuangan-SKpD/

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKpD

Pasa-l 8
(1) Dalam penggunaan UP KKPD, ppK SKPD mempunyai tugas

dan wewenang:
a. melakukan verifikasi daftar nominatif belanja

menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung;
b. menyiapkan DPT KKPD;
c. menyiapkan NPD KKPD;
d. melakukan verifikasi SPP GU KKPD beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bp;
e. menyiapkan SPM GU KKpD;
f. menyiapkan draJt surat pernyataan tanggung jawab mutlak

PA;
g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi ppK SKpD; dan
h. menyampaikan NPD KKPD dan DpT KKPD yang telah

ditandatangani oleh PA kepada Bp untuk penylapan aan
pengE'uan SPP cU KKPD.

(2) Dalam penggunaEm UP KKPD, ppK Unit SKpD mempunyai
tugas dan wewenang:
a. melakukan verifi.kasi daftar nominatif belanja
. menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung;
b, menyiapkan DPI KKp;
c. menyiapkan NPD KKPD; dan
d. menyampaikan NPD KKpD dan DpT KKPD yang telah

ditandatangani oleh KPA kepada Bpp untuk penyiapan dan
pengajuan SPP cU KKPD.

Bagran Ketujuh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu

Pasal 9
(1) Dafam penggunaan UP KKPD, Bp mempunyai tugas dan

wewenang:
a. menyampaikan kebutuhan Up KKPD SKpD kepada pA;
b. melampirkan daftar rincian yang menyatatan .;urrrfafr Un

T\rnai dan UP KKPD yang dikelola oleh masingmasing Bpp
dalam pengajuan UP dan/atau pengajuan- perublahan
besaran UP KKPD SKPD ke ppKD selaku BUD; -

c. melakukan A(
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c. melakukan pengujian:
1. NPD KKPD dan DPT KKPD; dan
2. ketersediaan dana UP KKPD.
3. Penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan

pajak atas tagihan dalam NPD KKPD.
d. menolak NPD KKPD dan DPI KKpD yang diqiukan dan

mengembalikan kepada PA dalam hal NpD KKpD dan DpT
KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

e. mengajukan permintaan penggantian Up KKPD melalui
SPP-GU KKPD kepada PA dengan melampirkan NpD KKPD
dan DPT KKPD dari PA dan NPD KKPD dan DpT KKPD dari
KPA, beserta dokumen pendukung lainnya melalui ppK-
SKPD untuk dilakukan verifikasi;

f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak
PA;

g. melakukan pembayaran tagihan KKpD melalui pendebitan
rekening BP ke rekening Bank penerbit KKPD setelah
pencairan dana SP2D diterima/ masuk ke rekening Bp; dan

h. melakukan pemindahbukuan Up KKpD melalui pendebitan
rekening BP ke rekening masing-masing Bpp.

(2) Dalam penggunaan UP KKPD, BPp mempunyai tugas dan
wewenang:
a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD Unit SKPD kepada Bp;
b. melakukan pengujian:

1. NPD KKPD dan DPT KKpD; dan
2. ketersediaan dana UP KKPD.

c. menolak NPD KKPD dan DpT KKpD yang diajukan dan
mengembalikan kepada KPA dalam hd NpD KKpD dan DpT
KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

d. menyampaikan NPD KKPD dan DpT KKpD yang telah
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan kepada Bp; dan

e. melakukan pembayaran tagihan KKpD melalui pendebitan
rekening BPP ke rekening Bank penerbit KKpD sCtehh dana
VP KlqD diterima/masuk ke rekening Bpp yang ditransfer
oleh BP.

Bagian Kedelapan
Administrator KKpD

Pasal l0
Dalam.penggunaan UP KKPD, Administrator KKpD mempunyai
tugas dan wewenang:
a. melakukan alrtivasi KKPD dan request/ alrtivasi pIN KKpD

lela]ui call enter/layanan pesan singkat (Stort Message
Serurce) / sarana lainnya;

b. meminta kenaikan batasan belaqia (limit) KKpD secara
sementara atau permanen kepada Bank penerbit KKPD melalui
surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah
mendapat persetujuan dari PA/KpA;

c. menginforrnasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKpD,
periode kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, serta nomoi
dan nama KKPD kepada Bank penerbit KKpD dalam hal
permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKpD secara
sementara;

d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (Iimit) KKPD,
periode permanen, serta nomor dan nama KKpb iepada Bank
Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan bataian belanja
(limit) KKPD secara pennanen;

e. melakukan 
A 1q
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e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit)
KKPD secara sementara ke batasan belanja (lirnit) awal setelah
periode kenaikan batasan belanja (limit) sementara/masa
berlaku penggunaan UP KKPD;

f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit)
KKPD ke batasan belanja (limit) awal kepada Bank penerbit
KKPD dalam hal batasan belanja (limit) KKPD yang dinaikkan
secara sementara tidak kembali kebatasan belanja (limit) awal
setelah periode berakhir;

g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran
kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/ atau
larana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari
PA/KP{ dan

h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan
nama KKPD, bukti-bulrti pembayaran/pemindahbukuan yang
sah, dan nomor rekening BP/BPp untuk penyetoran kembali
kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal penyetoran kembali
atas keterlanj ur€rn pembayaran.

BAB IV
UP KKPD

Bagian Kesatu
Penentuan Proporsi Uang persediaan

Pasal 11

(1) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari
UP Trrnai dan UP KKPD.

(2) UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan
bagian dari UP yang dikelola BP dan Bpp atas pelimpahan dari
BP.

(3) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. UP Tunai sebesar 6O% (enam puluh persen) dari besaran Up

masing-masing SKPD; dan
b. UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran

UP masing-masing SKPD.
(4) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

1y3t (3) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan
kebutuhan penggunaan UP KKPD pada SKpD.

(2) Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa kenaikan atau penurunan proporii Up
KKPD.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak
diperbolehkan lebih dari 70% (tujuh puluh persen).

(4) Penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diperbolehkan kurang dari 30% (tiga puluh perien). '

(5) P-A meneajukan perubahan proporsi Up KKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui ppKD selaku
BUD.

(6)Pengajuan 
Aft
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(6) Pengajuan perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan 1 kali dalam tahun
anggaran berjalan.

(7) PPKD selaku BUD memberikan pertimbangan atas usulan
perubahan proporsi UP KKPD kepada Bupati.

(8) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Bupati memberikan persetujuan perubahan proporsi Up
KKPD.

Pasal 13

Pertimbangan kenaikan atau penurunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (7) didasarkan atas:
a. kebutuhan pengeluaran riil SKPD;
b. perubahan kebijakan pelaksanaan belanja SKpD;
c. perubahan dalam sistem pembayaran dengan kanal

pembayaran secara elelrtronik; atau
d. kebrrtuhan lainnya dalam rangka efelitifrtas penggunaan Up

KKPD.

Pasal 14

Besaran UP KKPD dihitung dari proporsi Up KKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau perubahan proporsi Up
KKPD yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (5).

Bagian Kedua
Permintaan Uang persediaan KKpD

Pasal 15

(1) BP menyampaikan kebutuhan Up KKPD kepada pA.
(2) PA mencantumkan kebutuhan Up KKPD sebagaim6la

dirnaksud pada ayat (1) dalam surat pernyataan Up dan
diajukan pada saat penyampaian SpM Up Tunai kepada
Kuasa BUD.

Pasal 16

(1) Dalam hat terdapat perubahan besaran Up KKPD
sebagaimana dimalsud dalam pasal 11 ayat (3) atau
perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (5) setelah adanya penyampaian SpM Up, pA
mengajukan surat permohonan perubahan besaran Up KKPD
kepada PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD.

(2) Surat permohonan perubahan persetujuan besaran Up KKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
a. surat pernyataan UP dari pA; dan
b, keputusan Bupati mengenai perubahan besaran Up atau

proporsi UP KKPD.
(3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan Up dari pA

sebagaim4l6 dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 17
(1) Berdasarkan surat pernyataan dan keputusan Bupati

sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayai (2) Kuasa EiUD
melakukan penelitian besaran Up KKPD. -

(2)Dalam 6 (
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(2) Dalam hal besaran/proporsi UP KKPD telah memenuhi
ketegtuqn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (3) dan
Pasal 15 ayat (5), PPKD selaku BUD menerbitkan 

' 
Surat

Persetu-luan Besaraa UP KKPD SKPD.
(3) Surat pelsetgjuan besaran UP KKPD SKpD diterbitkan paling

lembat I (satu) hari kerja setelah SpM Up danjatai
permohonan perubahan besaran Up KKPD SKPD ditlrima
oleh Kuasa BUD.

(4) Untuk BP yang dibantu oleh beberapa Bpp, pengqjuan Up
dan/atau pengajuan perubahan besaran Up KKPD SXpn te
PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD harus melampirkan
daftar rincian yang menyatakan jumlah Up Tunai ain Up
KKPD oleh masing-masing BPp.

(5) Ketentuan mengenai format surat persetujuan besaran Up
KKPD SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan *"83ff ff t"Ui.'. r","r,.; 
" 
*oo

Pasal 18
(1) KKPD digunakan untuk keperluan:

q. lelanja barang danjasa serta belanja modal;
b. belanja perjalanan dinas.

(2) Karhr Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta
belanjamodal sebagaimana dimaksud pada iyat ({ huruf a,
meliputi:

Fl*jr barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran;
belanja pengadaan bahan makanan;
belanja barang untuk persediaan;
belanja sewa;
belanja pemeliharaan;
belanja bahan bakar kendaraan dinas;
belanja modal; dan
belanjq lainnya sesuai dengan ketentuan peraturar
perundang-undangan.

(3) Belanja barang dan iasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro; ketii
dan koperasi.

(4) Kartu lkedit untuk keperluan betanja perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat 1i1 tiurirf b meliputi
komponen pembayaran transport, p'enginapan, dan/dtau
sewa kendaraan.

(5) Untuk dasar pengenaan paiak, perhitungan, pemotongan,
penyetoran dan pelaporan dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g
lyqt (?) dilakukan dengan nilai belanja paling banyak sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta -rupiafry untut I (satu)
penerima pembayaran.

(2) P.enggullan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui-transaksi katalog etittronit, told
daring, dan PLSE yang disedialan ole-h lembaga' yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang t6Ugatcai
pengadaan barang/jasa pemerintah.

a.
b.
c,
d.
e.
f.
c.
h.

(3)Dalam 
A $.
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(3) Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar sarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai belanja paling
banlak untuk 1 (satu) penerima pembayaran- sebesai
Rp50.OOO.0OO,OO (lima puluh juta rupiah).

(4) L.imit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja barang
dan jasa serta belanja modal Intuk pertama Ufi aiUeritafi
p"l+g banyak sebesar RpS0.OO0.O00,O0 (lima puluh juta
rupiah).

(5) Luqit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja
perjal?nal dinaljabatan untuk pertama kali- diberikan paling
banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta ruf,iafry."

(6) Total batasan limit belanja KKpD pada SKpD paling banyak
sebesar UP KKPD yang telah disetujui ppXO selatu e;UO
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll ayat l2l.

(7) Total besaran UP KKPD dan penggunaan Up KKpD dalam 1
(qatu) tahun tidak qelebihi pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP KKPD.

(8) Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui Up KKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) adalah paling banyak
30% (tiga puluh persen) dari pagu jenis belanja ylng 5i"a
dibayarkan melalui UP.

Bagian Keempat
Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa pengguna KKpD

dan Administrator KKpD

Pasal 2O

(t) le1n:g3ng KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna KKpD dan/atau
Administrator KKPD merupalan pejabat/pegawai SKpD yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil Datrah.

(2) Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempakan PA/KPA.

(3) Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD sslagaimalz dimaksud
pada. ayat-(l) merupakan pegawai negeri sipil daera-h yang
mendapat kuasa untuk menggunakan XXpp aari pA/KpA.

(4) Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan BP/BPP.

(5) Dafam hal terdapat Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud
qSda- aylt (2)_ pelaksana kuasa pengguna KKpD sebagai
dimaksud padat ayat (3) dan/atau -Administrator t<XFp
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pegawai
yang- ditunjuk melaksanakan tugas pA/KpA dan/atau
melaksanakan tugas BP/BPP sesuai dengan ketentuan
geralu-ra{r .perundang-undangan, sebagai pemegang KKpD
dan Administrator KKPD.

PENGAJUAN, PENERBnXfDK PENGGUNAAN KKPD
Bagran Kesatu

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 21
(1) PPKD selaku BUD menunjuk Bank yang menjadi penempatan

RKUD sebagai Bank penerbit KKPD ses-uai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) PPKD selaku BUD membuat perjanjian kerja sama dengan
Pejabat Ba::k Penerbit KKPD.

(s)Pedanjian At\
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(3) Pe{anjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
paling sedikit memuat:
a. delinisi;
b. tujuan perjanjian keg'a sama;
c. ruang lingkup perjanjian kerja sama;
d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui Up dan

besaran fasilitas Wedit (credit tine) SKpD;
e. hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan Bank penerbit

KKPD;
f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKpD;
g. jenis dan besaran biayalfeel, pajak-pajak;
h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlalcu;i. jangka waktu perjanjian;
j. berakhirnya dan akibat pengakhiran peq'anjian;
k. alamat dan wakil para pihak;
1. Surat Referensi;
m. keadaan kahar (/orce majeurel; dan
n. kerahasiaan informasi/ data.

(a) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dan pejabat Bank
penerbit KKPD.

?asal22
(1) Dalam hal Bank penempatan RKUD sebagaimana dimaksud

dala'n Pasal 21 ayat (1) belum memitiki kewenangan
menerbitkan Kartu Kredit, Bank penempatan RKUD
melakukan kerja sama dalam penerbitan KKpD dengan bank
badan umum milik negara yang tetah memperoleh izin sebagai
penerbit Kartu lGedit dari otoritas yang berwenang.

(2) Dalam rangka ke{asama dengan bank badan umum milik
negara dalam penyediaan KKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bank penempatan RKUD membuat peq'anjian kerja
sama dengan bank badan umum mitik nsgara.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
paling sedikit memuat:
a. definisi;
b. tujuan pe{anjian kerja sama;
c. ruang lingkup perjanjian kerja sama;
d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui Up dan

besaran fasilitas kredit (credit line) SKpD;
e. hak dan kewajiban Bank penempatan RKUD dan bank

badan umum milik negara Penerbit KKpD;
f, tata cara penagrhan dan pembayaran tagihan KKpD;
g. jenis dan besaran biaya(feel, pajak-pajak;
h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;i. jangka waktu perjanjian;
j berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;
k. alamat dan wakil para pihak;
I. Surat Referensi;
m. keadaan kahar (force majeurel;
n. kerahasiaan informasi/data; dan
o. ketentuan penutup.

(4) Perjar{ian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditandatangani oleh Pejabat Bank penempatan RKUD dan
pejabat bank badan umum milik negara penerbit KKpD.

(5)Kerja sama... Ql\
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(5) Ke{a sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin
penerbitan Kartu Kredit.

Bagian Kedua
Penetapan Pemegang KKPD dan Administrator KKpD

Pasal 23
(1) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (4), PA menyampaikan Daftar Usulan
Pemegang KKPD dan Daftar Usulan Administrator KKpD
kepada PPKD selaku BUD.

(2) Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulan
Administrator KKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. nama dan NIP pemegarg KKPD;
b. tempat dan tanggal lahir pemegang KKpD;
c. jabatan pemegang KKPD;
d. kewenangan pemegang KKpD;
e. batasan belanja (limit) KKPD untuk masing-masing

pemegang KKPD;
f. alamat surat elektronik pemegang KKpD;
I. nama dan NIP Administrator KKpD;
h. tempat dan tanggal lahir Administrator KKpD;
i. jabatan Administrator KKpD; danj. alamat surat elelctronik Administrator KKpD.

(3) Usulan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD disesuaikan
dengan Keputusan Bupati tentang penetapan pA, KpA, Bp dan
BPP pada SKPD.

(4) PPKD selaku BUD menyiapkan usulan Daftar pemegang KKpD
dan Administrator KKPD untuk disampaikan kepada Bupati
untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

""'&TffLl","ltFoPasal 24
(l) Berdasarka-n keputusan Bupati sebagaim6l4 dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (4), PPKD selaku BUD mengqiukan surat
permohonan penerbitan KKPD kepada Bank penerbit KKPD.

(2) Surat permohonan penerbitan KKpD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan melampirkan:
a, Surat Referensi dari PA/KpA;
b. formulir aplikasi KKPD dari bank berkenaan;
c. fotokopi Kartu Tanda penduduk yang masih berlaku dari

PA/KPA;
d. Fotokopi NPWP PAIKPA;
e. SK PA/KPA; dan
f. Keputusan Bupati tentang Besaran Up SKPD.

(3) Ketentuan mengenai format Surat permohonan peaerbitan
KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Surat
Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Bagran Keempat 
b K
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"?x?ffi,*"fi:s
Pasal 25

(1) Bank penerbit KKPD melakukan verifftasi Surat permohonan
yang diajukan oleh PPKD selaku BUD sebagaim6la rrimaksud
dalam Pasal 24 ayat (21.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
untuk persetujuan pemberian batasan belanja (limit) KKPD
yang disesuaikan dengan kebdakan Bank penerbit KKPD
dengan mempertimbangkan surat keputusan Bupati tentang
besaran UP SKPD.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
selesai dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelali
Surat Permohonan Penerbitan KKPD diterima oleh Bank
Penerbit KKPD.

(a) Dafam hal hasil verilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terpenuhi, Bank Penerbit KKPD menerbitkan:
a. KKPD;
b. rekapitulasi penerbitan KKPD; dan
c. tanda terima KKPD, untuk diserahkan kepada ppKD selaku

BUD.
(5) Penerbitan KKPD, rekapitulasi dan tanda terima KKpD

sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan paling lambat
6 (enam) hari kerja setelah hasil verifikasi terpenuhi.

(6) Bank Penerbit KKPD menyerahkan KKpD kepada ppKD selaku
BUD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah KKpD
diterbitkan.

Pasal 26
(1) Dalam hal verifikasi 5ggagaimana dimaksud dalam pasal 25

ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, Bank penerbit KKPD
menolak sebagran atau seluruh pennohonan penerbitan KKPD
dengan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan
kepada PPKD selaku BUD.

(2) P-enyampaian surat pemberitahuan penolakan sebagaimana
dimaksud parla ayat (1) disampaikan paling lambatl (satu)
hari kerja setelah berakhirnya proses verifikasi.

(3) PPKD selaku BUD memperbaiki dan melengkapi persyaratan
permohonan penerbitan KKPD dan menyampaikan kembali
kepada Bank Penerbit KKPD untuk proses verifrkasi lebih
lanjut.

Bagran Kelima
Aktivasi dan penggunaan KKpD

Pasal27
(1) Pemegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan

kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi
kartu dan PIN KKPD untuk pertama kali.

(2) Aktivasi KKPD sebagaim4ns dimaksud pada ayat (t)
dilakukan oleh Administrator KKpD atau masing-masing
Pemegang KKPD melalui call center/laya:ran pesan singkat
(Short Message Service)/ sarana lainnya.

(31Reqtest/ AA



(31 Request/ aktivasi PIN KKPD dilakukan oleh Administrator
KKPD atau masing-masing Pemegang KKpD melalui call
center/layanan pesan singkat (Shart Message Seruicel I se;ena
lainnya.

Pasa1 28

(1) Setelah aktivasi Kartu dan PIN selesai dilakukan, status KKpD
secara otomatis aktif dan siap digunakan.

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk pembayaran belanja barang dan jasa serta
belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g.

Pasal 29
(1) Pemegang KKPD membubuhkan tanda tangan pada kolom

tanda tangan (signafure panetl yartg terdapat pada bagian
belakang KKPD.

(2) Pemegang KKPD wajib merahasiakan nomor kartu, pIN, Card
VeificationValue ICY\) dan masa berlaku KKpD.

(3) Secara periodik Pemegang KKpD alrtif memeriksa kondisi dan
rincian transaksi KKPD untuk memastikan tidak terdapat
transaksi yang salah/tidak diakui (disputA.

(4) D-afem rangka pengamanan penggunaan KKpD, pemegang
KKPD dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan
transaksi KKPD kepada siapapun.

(5) Dafam hal KKPD digunakan untuk transaksi, pemegang KKpD
mengutamakan pembelian barang/jasa yang merupakan
produk dalam negeri.

(6) Dalam hal KKPD tidak dipergunakan dalam jangka waktu
lama, Pemegang KKPD dapat mengajukan pe-rmohonan
p-enonaktilkan kepada Administrator KKpD dan menyimpan
KKPD ditempat yang aman.
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BAB VI
PEI,TI(SA}IAAIV PEMBAYARAN DENGAN KKPD

Bagran Kesatu
Penatausahaan Bukti-Bukti

Pasal 30
(1) Pelaksana Kuasa Pengguna KKpD mengumpulkan dokumen

belanja yang menggunakan KKpD berupa:
a. Tagihan (e-billingl / Daftar Tagihan Sementara;
b. Surat Tugas/Undangan Rapat/Surat perjalanan Dinas/

Pe{ anjian/ Kontra}; dan
c. bukti-bukti pengeluaran.

(2) Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihasilkan dari sistem perbankan Bank penerbit KKiD,
memuat informasi:

nama pemegang KKPD;
nomor KKPD (account numbefl;
tanggal cetak Daftar Tagihan Sementara;
tanggal transalsi (transaction date);
tanggal pembukuan @osting datel;
keterangan lde s criptio nl ;
nilai transaksi (amountsl; dan
sub total tagihan.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
s.
h.

(3)Bukti-bulrtt. .6(
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(3) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi bukti pembelian/pembayaran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(4) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPIK selaku pelaksana pengguna KKpD membuat daftar
pengeluaran riil belanja menggunakan KKpD.

(5) Daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (41 sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penagihan dan Penyelesaian Tagihan

Pasal 31

(1) PPTK selaku Pelaksana Kuasa pengguna KKPD
menyampaikan daftar pengelutuan rijl belanja menggunakan
KKPD dilampiri dokumen belanja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) kepada pA/KpA melalui ppK-
SKPD/PPK-Unit SKPD paling lambat 2 (dua) hari ke4'a setelah
tagihan (e-billingl/Dattar Tagihan Sementara diterima dari
Bank penerbit KKPD.

(2) Berdasarkan daftar pengeluaran riil belanja menggunakan
KKPD beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I),
PPK-SKPD/PPK-UniI SKPD melakukan Verilikasi terhadap:
a. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran

atas beban APBK;
b. kebenaran materiil dan perhitungan bulrti-bukti

pengeluaran;
c. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan

Sementara termasuk memperhitungkan kewajiban
penerima pembayaran kepada pemerintah daerah;

d, kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan
Tagihan (e-billingl / Dattar Tagihan Sementara;

e. kesesupian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan
KKPD; dan

f. kesesuaian spesilikasi teknis dan volume barang/jasa
dalam perjanjian / kontrak, dokumen serah ferima
barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh
penyedia barang/jasa.

(3) Berdasarkan hasil veritrkasi, ppK-SKpD/ppK Unit SKPD
menyiapkan NPD KKPD dengan dilampiri DpT KKpD serta
bukti-bukti pengeluaran untuk selanjutnya disampaikan
kepada PA/KPA untuk ditandatangani dan disahkan. 

-

(4) NPD KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
memuat:
a. tanggal dan nomor NPD KKpD;
b. jumfah tagihan KKPD yang dibayarkan;
c. nomor rekening Bank penerbit KKpD;
d. peruntukkan pembayaran;
e. dasar pembayaran;
f. pembebanan anggaran; dan
g. tanggal setuju/lunas bayar serta penandatangan NpD

KKPD.

(s)PA/KPA..6g
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(5) PA/KPA mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti
pengeluaran dan DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan menandatangani NPD KKPD.

(6) DPT KKPD sebagaimala dimaksud pada ayat (3) sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32
(1) Dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak

memenuhi ketentuarl, PPK-SKPD/PPK Unit SKpD menolak
lgtcti-butti pengeluaran dimaksud dan disampaikan kepada
PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKpD melalui Surat
Pemberitahuan Penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKpD
diterima.

(2) PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKpD memperbaiki
dan melengkapi bulrti-bulcti pengeluaran riil belanja
menggunalan KKPD dan menyampaikan kembali kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK Unit SKPD untuk pioses
verifikasi lebih lanjut.

(3) Format Surat Pemberitahuan Penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perunaang-
undangan.

Pasal 33
PA/KPA menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DpT KKpD dan
bukti-bukti pengeluaran belanja yang telah disahkan
5s$ngaimans dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) kepada Bp/Bpp
pding lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan dan dilampiri
dengan dokumen yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga
Pengujian Nota pencairan Dana

Pasal 34
(l) Berdasarkan NPD KKPD yang dilampiri DpT KKPD darr bulrti-

buldi pengeluaran belanja yang telah disahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33, BP/BPP melakukan:
a. pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD;
b. pengujian ketersediaan dana UP KKpD; dan
c. pen]rusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak

atas tagihan dalam NPD KKPD.
(2) Pengu.iian atas NPD KKPD dan DpT KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang

diterbitlan oleh PA/ KPA;
b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:

!) nihak fang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
2) nilai tagihan yalg harus dibayar;
3) jadwaf walrht pembayaran; dan
4) ketersediaan dana yang bersangkutan.

c. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara
spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan
barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam
dokumen perj anjian/ kontrak; dan

d. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode
rekening anggaran atas pengeluaran.

(3) Dalam hrl ...4t\
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(3) Dalam hal pengujian NPD KKPD dan DpT KKpD telah
memenuhi persyaratan, BPP menyampaikan NpD KKpD dan
DPT KKPD yang diterbitkan oleh KpA kepada Bp untuk
pengajuan permintaan penggantian UP KKPD kepada pA.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi NPD KKPD dan DpT KKpD yang
diterbitkan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan NpD
KKPD dan DPT KKPD yang diterbitkan oleh KpA sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), BP mengajukan permintaan
penggantian UP KKPD kepada PA.

(5) Pengajuan permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari
kerja sejak NPD KKPD dan DPT KKPD diterima.

(6) Dalam hal berdasarkan pengujian, NPD KKPD dan DpT KKpD
tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, Bp/Bpp
menolak NPD KKPD dan DPT KKpD yang diajukan dan
mengembalikan kepada PPTK paling lambat 2 (dua) hari kerja
sejak NPD KKPD dan DPT KKPD diterima.

Mekanisme 
""""r0,,",???T#,'Sfr[1, 

dan sp2D GU KKPD

Pasal 35
Permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (41 dilakukan dengan mengajukan Sppcu KKPD
kepada PA melalui PPK-SKPD yang dilampiri:
a. NPD KKPD;
b. DPT KKPD; dan
c. serta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 36
(1) PPK-SKPD melakukan verifrkasi dokumen Spp-cu KKpD yang

disampaikan BP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagai'n61a dimaksud pada ayat
(1) dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan lengkap dan sah, ppK-
SKPD menyiapkan SPM GU KKPD yang dilampiri Draft Surat
Peryltaan Tanggung Jawab Mutlak pA dan Surat peryataan
Verifikasi PPK-SKPD, dan disampaikan kepada pA untuk
ditandatangani.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
9imaksud pada ayat (1) dokumen SPP-GU KKpD dinyatakan
belum lengkap, PPK-SKPD mengembalikan kepada BF untuk
dilengkapi paling lambat (1) hari kerja setelah dokumen Spp-
GU KKPD diterima.

Pasal 37
(1) PA menerbitkan SPM GU KKPD dan menyampaikan kepada

Kuasa BUD untuk penerbitan SF2D GU KKPD paling 1ambat
2 (dua) hari kerja sejak dokumen Spp-GU KKpO ?iterima
secara lengkap.

(2) SPM cU KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (t),
dilampiri:
a. Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak pA; dan
b. Surat Peryataan Verifikasi PPK-SKPD.

Pasal 38 ... ,J$.
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Pasal 38

(1) Kuasa BUD melakukan verilikasi dokumen SpM GU KKPD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dokumen SPM GU KKPD dinyata}an lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan SP2D GU KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja
sejak dokumen SPM GU KKPD diterima secara lengkap.

(3) Dafam hai berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dokumen SPM GU KKpD belum
dinyatakan lengkap, Kuasa BUD mengembalikan dokumen
SPM GU KKPD kepada PA paling lambat 1 (satu) hari keda
sejak diterima dokumen SPM GU KKPD.

Bagial Kelima
Pembayaran Tagihan KKpD

Pasal 39
(l) BP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan

rekening BP ke rekening Bank Penerbit KKpD paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah pencairan dana Sp2D diterima/masuk
ke rekening BP.

(2) Dalam hal pada SKPD terdapat Bpp, pendebitan rekening Bp
ke rekening BPP dilakukan BP paling lambat I (satu) hari lierja
setelah pencairan dana SP2D-UP KKPD diterima/masuk [e
rekening BP.

(3) BPP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui
pendebitan rekening BPP ke rekening Bank penerbit KKPD
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencairan dana Sp2D
diterima/masuk ke rekening Bpp.

(4) Pendebitan rekening BP/BPP dilalrukan sejumlah tagihan
yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam DPI KI(PD.

(5) Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan:
a. l.ayanan Perbankan Secara Elektronik; dan
b. Cek/bilyet giro.

(6) Layanan Perbankan Secara Elektronik sebagairn4l6
rlimaksud pada ayat (5) huruf a berupa:
a. Intemet Banking atau
b. Kartu Debit.

(7) Biaya yang timbul akibat pendebitan rekening penggunaan
Layanan Perbankan Secara Elelitronik dari Rekening neTnne
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan
pada DPA SKPD berkenaan.

Pasal 40
(1) Dalam hal terdapat tagihan KKpD yang belum dibayarkan oleh

SKPD paling singkat I (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo
pembayaran, Bank Penerbit KKPD menyampaikan laporan
tyngqglol tagihan KKPD kepada SKpD yang bersangkutan
dan ditembuskan ke PPKD selaku BUD.

(2) Berdasarkan Laporan Tagihan KKpD sebagaimana dimalsud
pada ayat (1), PPKD selaku BUD melakukan koordinasi
dengan SKPD terkait.

(3)Koordinast .A,\
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(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
untuk mengklarifikasi, menghimbau dan mendorong SKpD
melakukan percepatan penyelesaian tagihan KKpD yang
belum dibayarkan.

(4) SKPD harus menyelesaikan tagihan KKpD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan sejak
koordinasi dilakukan dengan PpKD selaku BUD.

Pasal 41

(1) Pembayaran atas tagihan KKPD kepada Bank penerbit KKPD
yang melebihi tagihan/haknya merupakan keterlanjuran
pembayaran.

(2) Keterlanjuran pembayaran harus disetorkan kembali oleh
Bank Penerbit KKPD ke rekening Bp/Bpp untuk penyetoran
kembali.

(3) Penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimintakan oleh Administrator KKpD kepada Bank penerbit
KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat
Lainnya setelah mendapat persetqiuan dari pA/KpA.

(4) Untuk permintaan penyetoran kembali sebagaim4ls
dimaksud pada ayat (3), Administrator KKpD harus
menginformasikan:
a. nilai keterlanj uran pembayaran;
b. nomor dan nama KKPD;
c. bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah; dan
d. nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kJmbali atas

kelebihan pembayaran tagihan dari Bank penerbit KKpD.
(5) Dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah
terpenuhi, Bank Penerbit KKPD melakukan penyetoran
kembali ke rekening BP/Bpp dan/atau rekening yang
ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pe"g4uai
permintaan penyetoran kembali oleh Administrator KKpD.

(6) Dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali tidak
terpenuhi, Bank Penerbit KKPD memberitahukan kepada
Administrator KKPD untuk memperbaiki permintaan
penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BIAYA PENGGUNAAN **1J*#IIT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 42
(1) Bank Penerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya

penggunaan KKPD, meliputi:
a. biaya keanggotaan (m-embership feel;
b. biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, d.an e_

banking;
c. biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit);
d. biaya penggantian Kartu IGedit karena hilangTOicuri atau

rusa,k;
e. biaya penggantian PIN;
f. biaya copy Billing Statement
g, biaya pencetalan tambahan lembar tagihan;
h, biaya keterlambatan pembayaran;

i. Biaya bunga ... $(
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i. blaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat
dibayarkan; dan

j. biaya penggunaan fasilitas airport lounge yangbekerja sama
dengan KKPD.

(2) Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada ApBK
hanya biaya materai.

(3) Pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan
1{1t (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama penggunaan
KKPD antara PPKD selaku BUD dengan pejabat Bank pinerbit
KKPD.

MoNnoRrfi SXXiI EVALUAST

Pasal 43
(l) Palaq pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKpD

Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja pengelola Keuangan
Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanian
pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD secara
be{enjang dan berkala.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran
menggunakan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan menyampaikan Laporan - Haiii
M-onitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembayaran dengan
KKPD.

(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh:
a. PA; dan
b. PPKD.

Pasal 44
Ketentuan mengenai bentuk format :

a. Permohonan Persetujuan UP KKPD atau perubahan Besaran
UP tercantum dalam-Lampiran I;

b. p3rat Pernyataan Uang Persediaan tercantum dalam Lampiran
il;

c. Surat Persetujuan Besaran Uang Persediaan KKpD SKpD
tercantum dalam Lampiran III;

d. Surat Permohonan Penerbitan KKPD tercantum dalam
l,ampiran IV;

e. Surat Referensi tercantum dalam L,ampiran V;f. Daftar Pengeluaran Riil Pembayaran Fengadaan Barang dan
Jasa serta Belanja Modal dengan menggunakan kKpD
tercantum dalam Lampiran VI;

g. Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan perjalanan Dinas Jabatan
- dengan_menggunakan KKPD tercantum dalam La.mpiran VII;
h, D_aftar Pembayaran Tagihan KKpD tercantum dalam Lampiran

VIil;
i. Surat Pemberitahuan Penolakan tercantum dalam Lampiran

IX; dan
j. Berita Acara Serah Terima KKpD tercantum dalam Lampiran

X;
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
ttu,

BAB rx A(
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

(1) Bank penempatan RKUD berkoordinasi dengan lembaga yang
berwenang mengeluarkan izin penerbital Kartu Iftedit dalam
rangka percepata-n kemandirian dalam menerbitkan KKPD.

(2) Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKpD dilakukan
oleh bank dan/atau pihak terkait dengan memperhatikan
pengaturan kartu kredit sebagai alat pembayaran sesuai
dengan ketentuan peraturan otoritas di bidang sistem
pembayaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempata-nnya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Mei 2024 M

2? Syawwal 1445 H

ATI ACEH UTARA

MAHYU

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 5 Mei 2024 M

27 Syawwal 1445 H

S DAERAH
CEH UTARA,

ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024 NOMOR 11
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TT TAHUN2024
TENTANG TATA CARA PENGCUNAAN DAN PEIVYELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEI,ANJA KABUPATEN ACEH UTARA

FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KKPD ATAU PERUBAHAN
BESARAN UP

Lhoksukon, .............20...M
14...H

: Permohonan Persetujuan
UP KKPD/atau Perubahan*)
Besaran UP

Yth, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD Kab. Aceh Utara
di-
Lhoksukon

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor (3)

tanggal .... . .. ... ,,(4) tentang Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama
ini kami mengajukan permohonan persetujuan UP Kartu Kredit
Pemerintah Daerah sebagaimana rincian dibawah ini :

No

Besaran UP SKPD/
Perubahan Besaran

uP SKPD*)
Jenis UP

Proporsi UP Tunai dan
UP KKPD

o/o Nilai UP
I ) 3 4 5

... (s) Rp (6) Tunai \71 Rp (s)

KKPD (8) Rp (10)

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan
Pemyataan Uang Persediaan PA sebagaimana lampiran surat ini.
Demikian pertnohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran,

(1)

t2)

(r 1)

(12)

*) disesuaikan

NIP

At-,..

Nomor
Lampiran
Hal

KOP SKPD
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHON PERSETUJUAN UP KKPD

Pj. BUPATT ACEH UTARA,

MAHY

No URAIAN

(1) Diisi dengan nomor surat
(2t engan jumlah berkas lampiran suratDiisi d
(3) dengan nomor peraturan BupatiDiisi

(4) engan tanggal penetapan peraturan BupatiDiisi d
(s) Diisi dengan nomor urut
(6) Diisi dengan besaran UP se

Penetapan Besaran UP SKPD
suai dengan Keputusan Bupati tentang

(7t Diisi dengan persentase besara-n UP Tunai yaitu 6Oolo/Perubahan
persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Bupati

(8) Diisi dengan persentase besaran UP KKPD yaitu 40%/Perubahan
persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Bupati

(e) Diisi dengan besaran UP Tunai yaitu persentase UP Tunai dikalikan
dengan besaran UP SKPD

(10) Diisi dengan besaran UP
dengan besaran UP KKPD

KKPD yaitu persentase UP KKPD dikaiikan

(11) Diisi dengan nama lengkap PA

(t2l Diisi dengan NIP PA

T'<-
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I..A,MPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR IT TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEI{YELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEL.ANJA KABUPATEN ACEH UTARA

FORMAT SURAT PERI{YATAAN UANG PERSEDI.AAN

KOP SKPD

SURAT PERI{YATAAN UANG PERSED1AAN
Nomor : ...,.,,, /.....,,/20...

Sehubungan dengan pengajuan Uang persediaan (Up), yang bertandatangan di
bawah ini:
1. Nama
2. Jabatan
3. SKPD

(1)

{2t
(3)

dengan ini menyatakan bahwa:

I . Besaran UP SKPD yang diajukan untuk rahun Anggaran .... (4) adalah sebagai
berikut:

Jumlah
(Rp)

Pagu DPA SKPD (s)

2 Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui Up
dalam I Tahun

(6)

Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui Up
Tunai dalam I Tahun

(7t

Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui Up
KKPD dalam I Tahun

(8)

Besaran UP SKPD (e)

6 Besaran UP Tunai atau Perubahan Besaran Up Ttrnai
(60olo)/Perubahan Proporsi UP Tunai

(10)

KKPD atau Perubahan Besaran UP KKPD
4Oo/o Perubahan Pro UP KKPD

(1 1)

: Pengguna Anggaran (PA)

2. UP tersebut akan dipergunakan untuk
operasional sehari-hari SKPD dan/atau m
dapat dilakukan melalui pembayararr LS.

keperluan membiayai kegiatan
embiayai pengeluaran yang tidak

No Uraian

1

3.

4.

5.

7.

3. Bersedia untuk menyetorkan ke kas daerah melalui Bp, besaran/iumlah
potongan UP Tunai yang telah ditetapkan PpKD selaku BUD atau melakukan
pemotongan atas penggantian Up Tunai yang diajukan sebesar jumlah
potongan yang telah ditetapkan ppKD selaku BUD sebagai akibat tidak
melakukan penggantian (revolving) up runai minimal 1 (situ) kali dalam 1
(satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan.

4. Bersedia dilakukan pemotongan besaran up KKPD sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari total besaran/proporsi Up KKpD yang telah disetujui oleh
PPKD selaku BUD sebagai akibat ditemukannya ketida}sisuaian
pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKpD dengan l,aporan Hasil

h^
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Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembayaran dengan KKPD Tingkat
SKPD.

5. Mematuhi besaran uP Tunai/perubahan besaran up r\rnai serta besaran up
KKPD/perubahan besaran uP KKPD yang telah disetujui oleh ppKD selaku
BUD dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah
ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

........ (12) ........, (13)

Pengguna Anggaran,

(14)

(1s)

(16)

A*



-30-

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERI{YATAAN UANG PERSEDIAAN

No URAIAN

(1) Diisi dengan nama Pengguna Anggaran (pA)

(21 Diisi dengan jabatan Pengguna Anggaran
(3)

(4) Diisi dengan tahun anggaran berjalan
(s) engan total Pagu DPA SKPD (dalam Rupiah)Diisi d

(6) Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP
selama l(satu) tahun (dalam Rupiah)

(71 Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Tunai
selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu
jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam Rupiah)

(8) ngan pagujenis belanjayang dapat dibayarkan melalui Up KKPD
selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 407o (empat puluh persen) dari pagu
jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam Rupiah)

Diisi de

engan besaran UP SKPD sesuai dengan keputusal Walikota
tentang Besaran UP SKPD (datam Rupiah)
Diisi d

(10)
Besaran UP Tunai yaitu 60% dari besaran Up SKPD atau 60% dari
perubahan besaran UP melampaui besaran Up SKPD yang telah
disetujui Bupati (dalam Rupiah); atau Perubahan proporsi Up Tunai
yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar dari 60% dikalikan dengan
besaran UP SKPD per bulan atau proporsi lebih kecil/lebih besar dari
600lo dikalikan dengan perubahan besaran Up melampaui besaran Up
SKPD (dalam Rupiah). Penetapan perubahan proporsi Up Tunai
diberikan oleh Bu ti

Diisi dengan:

(1 1)

Besaran UP KKPD yaltu 4oo/o dari besaran UP SKPD atau 40yo dari
perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang telah
disetqiui Bupati (dalam Rupiah); atau Perubahan proporsi Up KKPD
yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar dari 40% dikalikan dengan
besaran UP SKPD per bulan atau proporsi lebih kecil/lebih besar dari
40% dikalikan dengan perubahan besaran UP melampaui besaran Up
SKPD (dalam Rupiah). Penetapan perubahan proporsi Up KKpD yang
diteta kan oleh Bu ti

Diisi dengan :

Diisi dengan lokasi
(13) Diisi dengan tanggal,

Pernyataan UP
bulan, dan tahun penaldatangalan Surat

(14) Diisi dengan tanda tangan PA dan dibubuhi cap SKpD

(1s) Diisi dengan nama lengkap PA

(16) Diisi dengan NIP PA

PJ. BUPATI ACEH UTARA,

Dilsi dengan nama SKPD

(e)

(L2l
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FORMAT SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN KKPD SKPD

KOP SKPD

Lhoksukon, .............20...M
14...H

Nomor
Lampiran
Hal

(l)

l2l

: Persetujuan Besaran UP KKPD

Yth, Pengguna Anggaran
di-
Tempat

1. Dasar:

(3) Kab. Aceh Utara

No URAIAN JUMLAH (Rp)

1 Pagu DPA SKPD (13)
.) Pagu Jenis Belanja yang dapat

dibayarkan melalui UP dalam 1

Tahun

(14)

3 (1s)

4 Besaran UP SKPD (16)

5 Besaran UP KKPD atau Perubahan
Besaran UP KKPD
(4O%)/Perubahan Proporsi UP
KKPD

(t7l

3. UP tersebut dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan

a. Peraturan Bupati Nomor ... (4) ... tentang tentang Tata Cara
Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit pemerintah
Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

b. Keputusan Bupati mengenai penetapan besaran Up SKpD;
c. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM Up) Tunai

Nomor ... (s)... tanggal .... (6) .. .. ;
d. Surat Permohonan Perubahan Besaran UP dari PA SKPD ....

(7) .... Nomor .... (8) .... tanggal .... (e) ..... ; dan/atau
e, Surat Pernyataan UP dari PA SKPD .,.. (10) ..., Nomor .... (1r) ....

tanggal .... (r2) .....
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini

diberikan persetujuan besaran UP SKPD adalah sebagai berikut:

operasional sehari-hari SKPD ,... (18).,,,, kode .... (1e)..,.. atas
beban DPA TA .... (20) ..... No ...... (21)..... tanggal .... (22)..... dan
tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang

At(

I.A,MPIRAN III
PERATIJRAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR II TAHUN 2024
TENTANC TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEI.IYELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAI{ DAERAH UNTUK PEI,AKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEI,ANJA KABUPATEN ACEH UTARA

Pagu Jenis belanja yang dapat
dibayarkan melalui UP KKPD
dalam 1 tahun



4. Pembayaran dengan UP KKPD untuk pertama kali hanya dapat
dilakukan kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa serta
belanja modal paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (Iima puluh
juta rupiah) kecuali pembayaran untuk honorarium dan
perjalanan dinas.

5. Pembayaran dengan UP KKPD dengan nilai belanja paling
banyak sebesar Rp. 200.OOO.0OO,0O (dua ratus juta rupiah)
untuk 1 (satu) penerima pembayaran digunakan apabila belanja
barang dan jasa serta belanja modal melalui transaksi katalog
elektronik, toko daring, dan PLSE yang disediakan oleh Lembagi
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
kebiiakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

6. UP KKPD merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam
bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bp /Bpp yang
penggunaannya dilakukan dengan KKPD.

7. Total batasan belanja fiimit) KKPD untuk masing-masing SKpD
adalah paling banyak sebesar UP KKPD yang telah disetujui.

8. Mematuhi besaran UP KKPD/perubahan besaran Up KI(pD yang
telah ditetapkan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan yang telah ditetapkan.

9. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan,
pertanggungiawaban dan pelaporan dengan KKpD dalam rangka
Penggunaan Uang Persediaan agar berpedoman pada peraturan
Bupati Nomor ... (23) ..... tentang Tata Cara Penggunaan KKpD
dalam Rangka Pelaksanaan APBD.

Demikian untuk menjadi perhatian.

-32-

menurut ketentuan harus
tangsung (LS).

dilakukan dengan Pembayaran

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

selaku BUD

(241

(2s)

Tembusan:

Bupati Aceh Utara (sebagai laporan);
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
Inspektur Kabupaten Aceh Utara.

I
2
3
4 Pemimpin l26j

A$.

Nip.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD

PJ. BUPATI ACEH UTARA,

NO URAIAN
1 Diisi d nomor surat

Diisi lam surat
\1 Diisi nama SKPD
4 Diisi nomor Peraturan Bu
(s) Diisi dengan nomor SPM UP Tun

Kuasa BUD
SKPD yang disampaikan kepadaar

(6) Diisi dengan tanggal SPM UP
Kuasa BUD

SKPD yang disampaikan kepadaT\.rnai

7 Diisi d
engan nomor surat permohonan perubahan besaran Up dari pA

SKPD
Diisi d

(e) Diisi dengan tanggal surat permohonan perubahan besaran Up dari pA
SKPD

10 Diisi d nama SKPD
11 Diisi d an nomor Surat Pe ataan dari PA SKPD.
12 Diisi d Surat Pern ataan dari PA SKPD.an
13 Diisi de total DPA SKPD dalam Ru

(14) engan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan meialui Up selamaDiisi d
1 satu tahun dalam Ru

(1s) enis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP KKPDDiisi dengan pagu j
atselama t su bese ar 4Oo/o em u uh daflyar p p pagu

beenls lan a bi dsa kanar ime al 1u UP Rudalam ah1

(16) UP SKPD sesuai dengan ketentuan daiam
Ke utusan Bu Besaran UP SKPD dalam Ru

besaran
ti ten

Diisi dengan

(17) perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKpD yang
ui Bupati (dalam Rupiah).

a. Besaran UP KKPD yaitu 4Oo/o dari besaran UP SKPD atau 407o dari
perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang telah
disetujui Bupati (datam Rupiah) ; atau

b. Perubahan besaran UP KKPD yaitu proporsi lebih kecil/ lebih besar
dat'L 4OVo dikalikan dengan besaran UP SKPD atau proporsi lebih
kecil/Iebih besar dari 40olo dikalikan dengan perubahan besaran Up
melampaui besaran UP SKPD (dalam Rupiah). Penetapan perubahan

si besaran UP Tunai dilakukan oleh Bu

Diisi dengan
telah disetuj

Pro ti
18 Diisi den nama SKPD
19 Diisi den kode SKPD
20 Diisi den tahun an DPA SKPD
2t Diisi den Nomor DPA SKPD

Diisi den sahan DPA SKPD
23 Diisi d nomor Peraturan Bu ti
24 Diisi d nama 1 PPKD selaku BUD
25 Diisi den

(26], Diisi dengan Pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra kerjanya

R

nama SKPD
(8)

(satu)1 tahun ( persen)

NIP PPKD selaku BUD

I tzzl
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LAMPTRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1T TAHUN2024
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEI.IYELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN
PENDAPATAN DAN BEI.ANJA KABUPATEN ACEH UTARA

ANGGARAN

Nomor
Lampiran
Hal

Lhoksukon, .............20...M
14...H

(l)

t2)

Yth, .....,... ...............(3)
di-
Tempat

l. Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor ....(4).....Tentang Tata Cara penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Utara, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk
menerbitkan KKPD dalam rangka penggunaan Uang persediaan

lUP] SKPD .... (5)...... (6).........dengan total batasan belanja (limit)
KKPD yang di4jukan sebesar Rp . . . . ..... (7) ...... (8)..... Adapun
pagu DPA SKPD ..... (9) ..... TA ..... (10) ..... Nomor ..... (11) .....
sebesar Rp .....( 12).....(....( 13).....) dan Besaran Uang persediaan
sebesar Rp . . ....... (14) ... ..... ( ... ..... (1S) ... . .... ).

2. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:
. Surat referensi;
. Formulir aplikasi KKPD;
. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
. Fotokopi NPWP;
. Fotokopi surat persetujuan besaran Up dari KKpD selaku

BUD; dan
Fotokopi surat keputusan penunjukkan pA.

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
selaku BUD

6)

Tembusan:
1. Bupati Aceh Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara; dan
3. Inspektur Kabupaten Aceh Utara.

a
b
c
d
e

f.

1

1 7)

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD

: Permohonan Peneribitan KKPD

At-
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD

PJ. BUPATI ACEH UTARA,

NO URAI,AN
Diisi nomor surat PPKD
Diisi den a lam surat

(3) Dii peJ adinJs1 den ba tana baa Bt ank Pen bier KKPt DJgarl em tm1 ryang
a PPKD

Diisi d nomor Peraturan Bu ti
5 Diisi d nama SKPD
6 Diisi d kode SKPD

(7) atasan elanj (limi laJ11S1D d ot Bta-l b a t KKPD d ukanengan o eI hyang
Bank Pener tbi DKKP dalam

(8) limi diajbelanj
SKPD

l1s1D den ot btal ta asan a t KKPDgan oukan lehyang
ke PeBank biner t KKPD da.iam h

9 Dilsi d nama SKPD
Diisi tahun berkenaal
Diisi nomor DPA SKPD

t2 Diisi d besaran DPA dalam
Diisi d besaran DPA dalam huru

(14) Diisi dengan besaran UP S
UP dari PPKD selaku BUD

KPD berdasarkan surat persetujuan besaran
dalam

(1s) Diisi dengan besaran
dari PPKD selaku BUD

persetujberdasarUP skan aur t uan eb ansar UP
hdalam

16 Diisi d ala PPI(D selaku BUDnarna
Diisi de NIP Ke

(1)

QI

SKPD kepada

wl

(10)
(1 1)

(13)

PPKD selaku BUD(L7l
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I,AMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR II TAHUN2024
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEI\IyELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMEzuNTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAE}UPATEN ACEH UTARA

FORMAT SURAT REFERENSI

KOP SKPKD

SURAT REFERENSI

Lhoksukon, ......,......20....M
.............14...H

Yth, ...............................(1)
di
fsrnpat

HaJ: Pengajuan KKPD

Merujuk P.gpanjian Kerja Sama antara (21.................dengan
.,...........rL3).. tentang (4)...................... Nom6r :
.........-..(5)........:..: tangg4. ................(6)., dengan ini kami mengajukan
permohonan untuk penerbitan KKPD untuk nama-nama sebagai b6rikut :

NO NAMA TGL LAHIR JABATAN JENIS
KARTU

BATASAN
BELANJA

(LrMrT)
(7) (8) (e) (10) (1 1) (t2)

Adapun pejabat/pegawai tersebut diatas kami rekomendasikan untuk

t dengan penggunaan KKPD
, maka Administrator KKPD

yang kami tunjuk adalah:
Nama : ....(1a)....labatan i,...iisi....
Telepon/Fax : ....(16)....
Email :....(17)....
Administrator KKPD tersebut diberikan hak/kuasa oleh pengguna
Anggaran _(PA)/Kugsa Pengguna Anggaran (KKPD) untuk menyampEtan
kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara/permanen.
Demikian ke.mi sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Hormat kami,
Kepala PPKD selaku BUD

Materai
10.000,00

mgn9apatkan KKPD yang pembayarannya ditanggung sepenuhnya oleh
SI(PK sepanjang sesuai dengan ketentuan pembiyaran belanja barang
atas beban SKPK.
Selanjutnya untuk segala hal yang terkai
untuk SKPK (13) ............................

(18)
(1e)
(20)

At-
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT REFRENSI

NO I,RAIAN
(U atD1ls1 d ta-rrba ba Bankengarl J peJ

Pema enntah aerahD
2 Diisi d nama Bank Penerbit KKPD
o Diisi de sasi PPKDn€una o
4 Diisi d a Samaurala_n 1an
5 Diisi den K a Samanomor an 1an er

Diisi ditanda a Samaan 1an
7 Diisi den nomor urut
I Diisi nama Peme KKPD

Diisi den lahir Pem KKPD
Diisi d abatan Pem KKPD
Diisi d enis KKPD
Diisi den nilai limit KKPD

13 Diisi d nama SKPK
(14) Diisi dengan nama Administrator KKPD, dengan ketentuan:

a. Penunjukan Administrator KKPD bisa lebih dari 1 (satu) orang sesuai
dengan kebutuhan SKPK dan Surat Keputusan penetapan dari KKpD
SKPK.

b. Jumlah Administrator KKPD disesuaikan dengan ketentuan yang
Peraturan Bu ti inidiatur dalam Pasa-l 32

Diisi abatan Administrator KKPD
16 Diisi d fax Administrator KKPDon om

Diisi d alamat email Administrator KKPD
Diisi d tanda PPKD selaku BUD dan dibubuhi ca
Diisi d nama PPKD selaku BUD
Diisi d NIP PPKD selaku BUD

PJ. BUPATI ACEH UTARA,

Penerbit KKPD yang menjadi mitra

(6)

(9)

t10)
(11)

fi21

{15)

(L7l
(18)

{19t
(201
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR L\ TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMEzuNTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

KOP SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SERTA BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
Nip
Pangkat/Gol.Ruang
Jabatan
SKPD
Nomor KKPD

2, Jumlah uang tersebut pada angka I di atas benar-benar dikeluarkan
untuk pembayaran pembayaran pengadaan barang dan jasa serta
belanja modal SKPK dengan menggunakan I(KPD dan apabila di
kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia
untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami BUD dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

;ilii ;;i#lLil -- (22)

Kuasa Pengguna KKPD

(1)
(2t
(3)
(4)
(s)
(6)

Berdasarkan pembayaran dengan KKPD datam rangka penggunaan Up, dengan
ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Rincian pengeluaraan riil pembayaran pengadaan barang dan jasa serta
belanja modal dengan menggunakan KKPD sebagai berikut :

(23

No Uraia
11

Penge
luara
n

Jenis
Belanj
a
Baran
g dan
Jasa/
Modal

Pembebanan Anggaran
Bukti

Pembeli
an/ Pe

mbavaran

Jum
lah

Kode
Sub
Kegra
tan

Kode
Akun

Kode
Kelo
mpok

Kode
Jenis

Kod
e
Obje
k

Kod
e
Rirr
cia
n
obj
ek

Kod
e
Sub
Rinc
ian
obje
k

Ada Tida
k

(71 (8) (e) t10) (11) (r2l (13) (14) (1s) ( 16) (17l ( 18) (1e)

TOTAL (20)

(24
(2s

AK
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA

BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

R. BUPATI ACEH UTARA,

NO URAIAN
(1) Diisi den nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa KKPD
(2t Diisi d NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa
(3) Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang PPTK selaku Pelaksana Kuasa

(41 Diisi d abatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pe KKPD
(s) Diisi dengan nama SKPK PPTK selaku Pelaksana Kuasa pengguna

KKPD
(6) Diisi d nomor KKPD
(7t Diisi d nomor urut
(8) Diisi dengan uraian pengeluaran/transaksi keperluan belanja barang

dan asa serta belan a modal di kan dengan KKPD
(e) Diisi d belan ab dan bsert e1 a modalenls asa a AI

(10) Diisi dengan kq{e sub kegiatan
(1 1) Diisi d kode akun
(L2l
(13) Diisi d kode ents
(14) Diisi d kode o ek
(1s) Diisi d kode rincian ob ek
(16) Diisi dengan kode sub rincian objek
(r7l Diisi d tanda centan a abila terda at bukti eluaran
(18) Diisi d tanda centan a bila tidak terda t bukti eluaran
(1e) Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD
(20) Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD
12L\ Diisi dengan lokasi
(221 Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun
(23) Diisi dengan tanda tangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna

KKPD
(2+1 Diisi nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa KKPD
(2sl Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD

KKPD

KKPD

Diisi dengan kode kelompok
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IAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TI TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEI.IYELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJAI.ANAN DINAS JABATAN
DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGI,ATAN PERJALANAN DINAS
JABATAN DENGAN KKPD

Nama
Nip
Pangkat/Gol.Ruang
Jabatan
SKPD
Nomor KKPD

1

2
3
4
5
6

(

(

(

(

(

(

berdasarkan Surat
.................tanggal

se

(8) dengan ini kami menyatakan
dengan sesungguhnya bahwa:

_ 

pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKpD
berikut:

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor ..............(7)

(231

124l
(2s)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pembayaran perjalanan dinas dan apabila di kemudian hari terdapat
kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan
tersebut ke RKUD.

3. Demikian pernyataan ini kami BUD dengan sebenarnya, untuk rriFergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
PPIK selaku Pelaksana Kuasa pengguna KKpD

(2tl ..., ....., .....(221
Pelaksana SPPD,

(261
(271

128l

No Rincian
luaran Pembebanan Anggaran Bukti Jumlah

Total 20

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Rincian

KOP SKPD

(9t t10) (11t (121 (13) (l4) (1s) (16) Ir7l (18) (19)

AA



-+t-

E" BUPATI ACEH UTARA,

NO URAIAN
Diisi dengan nama Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas
SPPD

(21 engan NIP Pelaksana Surat Perintah pe{alanan Dinas
SPPD
Diisi d

(3) engan Pangkat/ Gol. Ruang Pelaksana Surat perintahDiisi d
SPPDalanan Dinas

(41 Diisi dengan jabatan Pelal<sana Surat Perintah Perjalanan Dinas
SPPD
Dtsi den nama SKPK
Diisi den nomor KKPD
Diisi den nomor SPPD

B Diisi d
9 Diisi den nomor urut

Diisi d luaranennclan
Diisi d kode akun belal a

t2 kode kelom k belan a
Diisi den kode be lan ab dansenl asa
Diisi d kode o ek alanan dinas
Diisi den kode rincian o ek alanan dinas
Diisi d kode sub rincian o ek alanan dinas
Diisi den tanda centan bila at bukti luarana
Diisi d tanda cen abila tidak at bukti eluaran

t9 d KKPD
emb den n KKPD

Diisi de lokasi
22 Diisi d ta-rl bulan, dan tahun
23 Diisi d tanda Pelaksana SPPD

Diisi d nama Pelalsana SPPD
Diisi d NIP Pelaksana SPPD

(26t Diisi dengan tanda tangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna
KKPD
Diisi d nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa na KKPD

28 Diisi d NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa KKPD

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PER.IAI,ANAN DINAS

JABATAN DENGAN KKPD

(1)

(s)
(6)

0l
SPPD

(10)
(11)

Diisi dengan
(131
(14t
(15)
(16I
(17\
(18I

Diisi dengan iumlah pembaya_ran
QOI Diisi dengan total
Qrl

Q4l
(2sl

Q7l
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I"AMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR tl TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEI{YELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA

FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD

KOP SKPD

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD
BANK .....(1)......

.....(17)

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(18)
(1e)
(201

Pembebanan Anggaral

No Na,11a
No

KKPD

JcniB
&la$a
Bara!g

Rincia!
Pcngcluarar Kode

Sub
K.g.

Kode
Akun

Kode
Kcloopok

Kode
Jenis

Kode
Objek

Kode
Rincien
Objek

Kode
Sub
Rincia.!r
Obiek

Jumlah
Pembayaran

(d8laE
Rupiah)

t2l {3t (4t (s) (6) t7) {8} (9t (to) (1 1) (12) (13) (14)

Biaya
Mater ai*)

TOIAI (l s)

r---IIIIII II
I-

---

At..

__r_-
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN PEMEGANG KKPD

PJ. BUPATI ACEH UTARA,

NO URAIAN
1 Diisi d nama Bank Penerbit KKPD

Dilsi d nomor urut
Diisi d nama len KKPD
Diisi d nomor KKPD
Diisi d belan a bar dan rta bel a modaln1e S asa SC an

(6) luar bayar
Biay at iIaapa

dimasilling) Tagih

11S1D nnclan an tr San aksi d1 kandengan dpenge vartg engan
KKPD nU tuk a M eral b
b Da-ftar an ukkan rdalam clan1nagar

kode sub tan
Diisi de kode akun
Diisi d kode kelom k belal a
Diisi de kode belan aenls

11 Diisi de kode ob 1- be iart ae
Diisi d kode rincian o k belan a
Diisi d kode sub rincian ob k belane

(14) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan atas beban SKPK untuk

Diisi total harus dib atas beban SKPK
Diisi lokasi

(17) tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan DaftarDiisi dengan

Diisi d tanda PA KKPD dan dibubuhi ca dinas
Diisi d PA KKPDnatna

0 Diisi d NIP PA KKPD

QI
(3)
(41

(s)

masuk da-lam Tagihan (e-
Sementara,

pengelualiAn untuk dibayarkan kepada Bank Penerbit KKPD
ftl Diisi dengan
(8)

{91
(10)

fi21
(13)

masing-masing Pemegang KKPD
(1s)
(16)

Pembayaran Tagihan Pemegang KKPD
t18)
(19)
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LAMPIRAN Ix
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1I TAHUN2O24
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEI{YELENGGARAAN KARTU
KREDIT PEMERIMAH DAERAH UNTUK PEI,AKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA

FORMAT SURAT PEMBEzuTAHUAN PENOT.AKAN

KOP SKPD

(2t, ...., ..., ...(3)
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

| ..... /...... I ......$l
: segera
: ........(6)............
: Pemberitahuan Penolakal
Buli:tibukti pengeluaran KKPD

(41
(s)

Yth,

1. Dasar :

a. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor ...(S)... tentang Tata Cara
Penggunaan dan Penyelenggaraan Karlu Kreadit pemeintah Daerah
lalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah
Kabupaten Aceh Utara;

b. P4t* Pengeluaran Riil Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa serta
Relanja Modal dengan KKPD a.n . ........(9)......... dengan Nomor KKpD .......
(10);

c,

d.

Daftar Pengeluaran R:iil Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan Dengan KKpD
a.n ., ......,.(11) .........dengan nomor KKPD. ......(l2l; dan/atau
Tagrhan_(e-btflingl/Qatt* Tagihan Sementara a.n. ........ (13) .........dengan
nomor KKPD ....... (14) .........

di-
.........(7).....

2.

Tembusan:

3. Selanjutnya, terhadap rincian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
angka 2, leqgai dengan ketentuan, menjadi ianggung jawab pribadi
Pemegang {XfO/egtaksana Kuasa Pengguna KKPD dan harus dibayarkan
kepada Bank Penerbit KKPD sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
SKPK.............................(30)
nama jelas
Nip................................(s 1)

1. Kuasa Pengguna Anggaran SKPK........... (32)
2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPK.........(33)

Bukti
Kode
Sub
keg

Kod
e
aku
n

Kode
Xelom
pok

Kode
Jenis

Kode
Objek

Kode
rinci
an
obje
k

Kode
sub
rincian
objek

Ada Tidak

Juml
e.l. Ket Alasan

Pcnolakan

rsl l6 (17) {18t t20 (21) t22l {23], (2sl 126 127\ (281

Total
II

AA

inseauan

No Rincian
Pcngelua

ran

ffi
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN

KKPD

ACEH UTARA,

No URAIAN
Diisi den nomor surat
Diisi Lokasi Penanda tan
Diisi tan bulan dan tahun
Diisi nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pen na KKPD
Diisi d batan PPTK laku Pelaksana K Pe KKPDa SE auas

6 Diisi d ban lam surat
Diisi d alamat tem t domisili alamat kantor SKPK

8 Diisi nomor Peraturan Bu ti
Diisi nama PPIK selaku Pelaksana Kuasa KKPD

10 Diisi d
Diisi nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pe KKPD

L2 Diisi den nomor KKPD
nama Pem KKPD

Diisi nomor KKPD
15 Diisi nomor urut

(16) Diisi dengan
belanja barang

nnc1aJt
dan jas

pengeluaran/ transaksi keperluan
serta belanja modal dan/atau b a.rtJ

din di
el a

alanan Sa baa tan denkan KKPD
Dtsi kode sub ke
Diisi den
Diisi d kode kelom k
Diisi d kode enls
Diisi den kode o ek
Diisi d kode rincian ob ek
Diisi d kode sub rincian o ek
Diisi talda cen bila t bukti eluarala
Diisi den tanda cen bila tidak terda t bukti eluaran

26 Diisi d umlah den KKPD
127\ Diisi dengan keterangan dengan penjelasan alasan rincian

pengeluaran/bukti-bukti pengeluaran ditolak/tidak disetujui oleh
PA Tidak Disahkan".KKPD "Tidak Disetu u1

28
29

Diisi d nama SKPK
31 Diisi d NIP PA KKPD

Diisi nama SKPK
Diisi den nama SKPK

(1)
(21

(3)
(4)

(71

(9)

nomor KKPD
(1 1)

(13) Diisi
(141

17l
(i8) kode akun
(19)
(20)
(2tl
Q2l
(231

Q4l
Qsl

Diisi dengan alasan penolakan
Diisi dengan total iumlah pengeluaran

{30)

(32)
(33)



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR IL TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEI{YELENGGARAAN KARTUKREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA

-46-

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA KKPD

KOP SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Nomor : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1)

Pada hari ini,..............
.....(4) bertempat di

.tanggal...............(3).............tahun..........
(5)............, Kami yang bertanda tangan

(2)............

dibawah ini :

I. Nama
NIP

II.Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Dalam hal ini bertin
untuk selanjutnya di

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Dalam hal ini bertindak selaku PPKD
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

(6)
(7)
(8)
(e)

(10).............

: .'........"...... ........................(14)
dak selaku Pemegang Kartu Iftedit Pemerintah Daerah
sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima barang berupa Kartu Iftedit pemerintah
P..r?h. dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di
bawah ini:

Pasal 1
PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA menerima hak atas

.(20)............. ............(221...........
Nip. ......(23)..........

Pasal 2
Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung
jawab penggunaan Barang sebagaimana tersebut dalam pasal f bera1iFdai
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

No. Nama
Barang

Nama
Pemegang

Kartu Kredit

Nomor Kartu
I(redit

Pemerintah
Daerah

Jumlah

(1s) (16) (L7l (18) (19)

as,

Berita Acara Serah Terima rrr, oror.l,T$$, oro,r r.ng sah dalam rangkap 2
(dua) bermaterq dan mem-punyai kekuatan hukuh ying sama Uagi FIHIX
PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITAACARA SERAH TERIMA KKPD

PJ. BUPATI ACEH UTARA,

NO URAIAN
Diisi nomor BAST

c Diisi d hari serah terima
.) Diisi d tan serah terima

Diisi den tahun te a serah terima
5 Diisi d tem at serah terima

Diisi d nama Pihak Pertama
Diisi d NIP Pihak Pertama
Diisi d Pan t Gol Pihak Pertama

9 Diisi d Jabatan Pihak Pertama
Diisi d nama SKPD

11 Diisi d nnma Pihak Kedua
Diisi d NIP Pihak Kedua

13 Diisi Golo Pihak Keduat
l4 Diisi d Jabatan Pihak Kedua
15 Diisi d nomor urut

Diisi nama bar diserah terimakan
kartu kredit emerintahnalna

18 Diisi d nomor kartu kredit merintah
Diisi d umlah kartu kredit diserahterimakan

20 Diisi d Nama Pihak Kedua
2t Diisi d NIP Pihak Kedua

Diisi d nama Pihak Pertama
23 Diisi de NIP Pihak Pertama

(1)

@l

(6)
(71

t8)

(10)

(121

(16)
(17l Diisi dengan

t19)

(22],


